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BAB 1

PuixDAHU LUAN

1. Permasalahan: lLatar belakang dan _Rumusannya

Negara lndonesia adalah Negara yang berdasar atas
tukum (fechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(hachtsstaat).l Uleh karena itu, maka segala tindakan ~tau
kebl jaksanaan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan
negara, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Demi) ian
pula halnya dengan perilaku setiap anggota/warga masyara-
kat dalam berhubungan dengan sesama warga masyarakat d=n
sebagai warganegara, harus tunduk pada ketentuan hukum
yang berlaku dan ditetapkan, baik tertulis maupun tidak
tertulis, agar tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

Mengingat Negara hepublik Indonesia merupakan suatu
negara agraris, di mana sebagian besar susunan kehidupnn
rakyatnya, termasuk perekonomiannya, masih bercorak agra-
ris, maka pengaturan mengenal bidang agraria adalah sangat
penting.-Pengaturan yang dimaksud, haruslah sesuai dengan
kondisi, ciri serta coresk bangsa dan nepara kita yang bher-
dasarkan lancaslla dan Undang-undang lasar 1945, agar tu-
Juan mewujudkan suaptu masyarakat yanp adil, makmur, baha-

r.1a serta sejahtera, dapal segera tercapail.

1Penjelasan mengenai Listim remerintahan Negara
nenurut Undang-undang lasar 1945,

1
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2
Pada tanggal 24 September 1960 telah diundangke

dan mulaji berlsku Undeng-undang someor 5 Lahun 1960 tentang
reraturan Lasar Yokok-pokok Agraria (sembaran Negara Tahun
1960 idomor 104), yang lebih terkenal dengan nama Undens-
undang FPokok Apraria (eelanjutnya disingkat: UULA).? Ui PA
ini merupakan peraturan dasar bagli hukum apgraria nario-al,
sphingpga segala peraturan perundangan nmengenal masalah ag-
raria harus berpangkal pada ketentuan-hketentuen di da}
UUKA, Uleh sebab itu, YUPA hanya memuat asas-asas sert.
soal-soal dalam gardis besarry» saya, sed-ngkan pelaksara-
annya akan diatuwr di dalam berbagel undang-undang, pera-
turan pcmerintah dan peraturan perundangan lainnya.
Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuvk ke-
kayaan alam yang terkandung, di dalamnya yang berada di wi-
layah Kepublik Indon: sia, adalah kekayaan nasional bangsa
indonesia. Aekayaan ini merupakan karunia Tuhan Yang Moha-
esa dan mempunyal fungsi yang sangat penting untuk memba-
ngun masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu, Negara
sebagal organisaei kekuanaan seluruh rakyat, berkewajiban
mengatur dan mengusahakan ajar kekayaan inl dapat dipergu-
rakan serta dimanfaatxan gecara maksimal untuk kemakmuian
rakyat., ltulah nebabnya, maka bumi, =ir, dan ruang angka-

‘a, termaguk kKekayean alam yang terkandung 41 dalamnya itu

°Fada bagian kelima dari UUia, disebutkan banwa Un-
dang-undang ini dapat disebut Undang-undsng Fokok Agraria
dan mulail berlaku pada tanggal diundangkar.
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pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara. Hal ini se-

sual dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 jo pasal 1 ayat 2 da-

ri UUPA, atae dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-un-

dang Lasar 1945,

Atas dasar hak menguasal dari Negara, menurut paral

4 ayat 1 UUrA, ditentukan adanya macam-macam hak atas per-

mukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan ke-

pada dan dipunyal oleh orang-orang baik sendiri maupun

bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Lengan kata lain, orang-orang baik sendiri-sendiri maupun

bersama-cama dengan orang lain, atau badan-badan hukum,

dapat memperoleh dan mempunyal hak-hak atas tanah. Adapun

macam-macam hak atas tanah yang dimaksud, dapat dilihat

dalam pasal 16 ayat 1 ULPA, wvakni:

a.

b.

hak
hak
hak
hak
hak
hak
hak

miliks
guna-usaha;
guna-bangunan;
pakai;

sewa;

membuka tanah;

memungut-hasil hutan;

hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tevr-

sebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-un-

dang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebageri

yarng disebutkan dalam pasal 53,

hak-hak yang sifatnya sementara menurut pasal 53 UUPA ada-
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4
lah hak gadal, heak usaha-bagi-nasil, hak menumpang, dan
hak sewa tanah pertanian.

Dari bermacam-macam hak atas tanah tersebut, hak
miliklah yang merupaken hak turup-temurun, terkuat, dan
juga teipenuh, yanpg dapat dipunyai orang atas tanah, demi-
kian ketentuan pasal 20 ayat 1 ULUPA, Lamun di dalam wori
tenjelasan pasal 20 dinyatakan bahwa pemberian sifat ini
tidak berarti hak [tu hak yang mutlak, tidak terbatas, den
tidak dapat diganggu-gugat seperti pensertian hak ei; ndom
pada jaman dulu. hata-kata terkuat dan terpenuh itu d»rmak-
sudkan untuk menunjukkan perbedaannya dengan hak-hak vang
lain seperti hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pnakal,

dan lain-lain, bahwa hak miliklah yang harus dipandany se-

"bagal hak yang "ter" (yakni: paling kuat dan paling penuh)

yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka penpa-
turan mengenal hak milik atas tanah bersifat lebih menon-
jolkan asas kebangsasn., Hal ini dapat kita ketahul dari
ketentuan pasal 21 ayet 1 ULtA yang menystakan bahwa hanya
warganepara lndonesia caja yang dapat mempunyal hak milik.
Ini berarti, orang asing tidak dapat mempunyai hak mivik
atas tanAh, sebhingga pertuatan memindehkan hak milik ¥epa-
da seoreng asing, dilarang, menurut pasal 26 ayat 2 UUPA,
fasun demikian, bagi orsny asing yang memperoleh hak milik
Karena pewarisan-tanpa-wasiat, atau percampuran harta ka-

rena perkawinan, maka ysng bersangkutan wajib melepas) an
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5
hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya

hak terssbut. Bila hal ini tidak dilakukan sampai jangka
waktu tersebut berakhir, maka hak tersebut hapus karena
hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan
bahwa hak lain yang membebaninya, tetap berlangsung. Hal
ini diatur dalam pasal 21 ayat 3 UUPA, yang juga berlaku
bagi warganegara lIndonesia yang mempunyal hak milik dan
kemudian kehilangan kewarganegaraannya atau terhadap mere-
ka yang berkewarganegaraan rangkap, statusnya disamakan
dengan mereka orang asing. Sedangkan untuk badan-badan hu-
kum, pada dasarnya dilarang mempunyai hak milik atas ta-
nah, namun pasal 21 ayat 2 UUPA menyatakan bahwa Pemerin-
tah menetapkan badan-badan hukum tertentu yang dapat mem-
punyal hak milik atas tanah dan syarat-syaratnya. Hal ini
memungkinkan badan-badan hukum tertentu dapat mempunyai
hak milik atas tanah,

Dalam ilmu hukum, kita mengenal adanya subjek hukum
yeng tldak terlepas dari hukum positif yang mengaturnya.
Ini disebabkan subjek itu mempunyai hak dan kewajiban yang
timbul akibat berperannya dalam lalu lintas atau hubungan
hukum dengan subjek yang lain. Hukum positif mengakui bah-
wa manusia adalah persoon yang mempunyal hak-hak dan kewa-
Jiban. vleh karena itu, manueia merupakan subjek yang da-
pat memillki hak-hak (subjektif) yang dilandaskan pada hu-
kum (objektif). Namun demikian, kenyataan di dalam masya-'

rakat menunjukkan bahwa di samping manusia, masih ada sub-
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Jek lain yang disebut badan hukum, sebagaimana dikatalan
oleh C,S.1., kansil:

Lalam dunia hukum perkataan oraug (persoon) ber-~rti

pembawa hak, yaitu cegnla sesuatu yang mempunyai h=k

dan kewajibtan dan disetut subjek hukum, Dewasa ini

subjek hukum terdiri dari:

a. manusia (natuurli jk persoon)i

b. badan hukum (rechtspersoon).

Menurut sistem hukum kita, suatu badan baru da; 1t
dikatakan sebagal suatu badan hukum apabila sudah memenuhi
syarat~gyarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-
syarat tersebut sangat bervariasi tergantung dari tentuk
badan hukum yang bersangkutan, btaik tadan hukum publil ma-
upun badan hukum privat. sadan-badan hukum ini mempunyai
hak-hak dan kewajiban serta kepentingan hukum dengan fub-
Jek lain dalawm lalu lintas atau hubungan hukum di m=syara-
kat. tiak-hak tersebut dapat berupa hak-hak kebendaaun, bsh-
wa suatu badan hukum mempunyai harta kekayaan sendiri y-ng
terpicah dari kekayasn orang perorangan atau penguruanysn,
Harta kekayaan itu bipa berupa benda-benda, baik bendes te-
tap ataupun benda bergerak, atau juga hak-hak atas benda
itu, yany harus diarpgap dimiliki oleh badan hukum di luar
narta kekayaan penguruznya,

Lalam hubungannya dehgan benda tetap yang dicetut

tanah, maka suatu badan hukum dapat memperoleh dan menpu-

nyai hak-hak atas tanah, seruai ketentuan pasal 4 ayat 1

—

3U.S.'i'. Kkansil, lengentar ilwu Hukum dan Tata Hukunm
lndopegia, cet. 11, palei Yustaka, Jakarta, 1982, h, 117.
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ULPA, Namun demikian, tidek cemua hak-hak atas tanah dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh badan-badan hukum pada
umumnya, terutama hak milik atas tanah. Hal ini karena ha-
nya orang warganegara lndonesia saja yang boleh mempunyai
hak milik. Sedangkan badan-badan hukum, pada dasarnya ti-
dak dapat mempunyai hak milik, melainkan hak-hak atas ta-
nah yang lain, seperti hak guna-usaha, hak guna-bangunen,
hak pakai, ataupun hak pengelolaan, seperti yang terdapat
dalam Peraturan Menteri Lalam Megeri Nomor 6 Tahun 1972
dan Nomor 5 4ahun 1973.

Adanya badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak
milik atas tanah adalah sebagai pelaksanaan pasal 21 ayat
2 UUiIA melalul Peraturan Femerintah Nomor 38 Tahun 1963
tentan;; renunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai
Hak khilik Atas lanah (Lembaran Negara hepublik Indonesia
Tahun 1963 homor 61; Penjelasan Yambahan Lembaran Negarn
KRepublik Indonesia Nomor 25555), tanggal 19 Juni 19673, Se-
dangkan badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan so-
sial dan keagamaan, menurut pasal 49 ayat 1} UUFA, dapat
ditunjuk sebagal Ladan-badan yang dapat mempunyai hak mi-
lik ataa tanah, sepanj)ang tanahnya diperlukan untuk ussha-
nya dalam bidang eosial dan keayamaan itu.

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik
atas tanah menurut pasal 1 Yeraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 1963 adalah:

a. bank-bank yang didirikan oleh Negara;
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b. perkumpulan-perkumpulan hoperasi Fertanian yang di-
dirikan berdasar atas Undang-undang Nomor 79 Tahun
1958;
c. badan-badan keagamasan, yang ditunjuk oleh Menterti
Pertanian/Agraria setelah me¢ndengar henterli Agrmag
d. badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh lenteri I 'r-
tanian/agraria setelah mendengar ilenteri Sosiel.
Pemiliksan tansh oleh badan-badan tersebut tidaklah bera-ti
tak terbatas, melainkan masih ada pembatasan-pembataran
serta syarat-syarat yang diatur dalam pasal 2, 3 dan 4 Ja-
ri teraluran temerintah di alae, terutama mengenai peru--
tukan atau penggunaannya serta maksimum luas tanahnya.
Lari uraian latar belaksnpg tersebut di atas, mak-
permasalahan yang akan esaya analisls dalam skripsi ini da-
pat dirumuskan sebagai berikut:
1. apakah sifat dan ciri-ciri hak milik atas tanah me-
nurut UUKFA 7,
2. apa yang menjad} dasar hukum dan subjek hak milik
atar tanah 7;
5. mengapa badan hukum dapat sebagal subjek T7;
4. hak-hak atas tanah apa eaja bagl suatu badan hukum
itu 7
5. aps dacar hukum adanya hak milik atas tanah bagi

sauatu baden hukum 7;

6. badan-badan hukum apa saja yang boleh mempunyai hak

milik atas tanah 7
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7. bagaimanakah prosedur permohonan dan pemberian hak

milik atas tanah bagi badan hukum 7;

8. apa Baja syarat-syarat pemberian hak milik atas ta-
nah kepada badan hukum ?;
9., hak dan kewajiban apa saja bagl badan hukum terha-
dap hak milik atas tanahnya ¥
2. Yenjelasan Judul

Judul yang saya berikan untuk penulisan skripsi ini
adalah "Hak Milik Atas Tanah Suatu padan Hukum Di Indon--
sia", Dari judul tersebut, kiranya dapat saya jelaskan i
bawah ini sebagai berikut.

Hak adalah sesuatu yang dapat menimbulkan wewenang
atau kekuasaan, Hak milik berarti adanya kewenangan untuk
menggunakan, memanfaatkan, menikmati dan menguasai sesuatu
benda yang dimiliki, Dalam hubungannya dengan tanah, mal:a
yang dimaksud hak milik atas tanah adalah suatu hak yang
dapat memberi wewenang kepada pemillk tanah untuk memanfa-
atkan, menggunakan, menikmati haell dan menguasail tanahrya
dengan mengingat ketentuan ULrA atau peraturan perundanpan
lain yang lebih tinggl. Hak milik atas tansh ini dapat di-
punyai oleh wargsnegara Indonesia dan badan-badan hukum
yang ditetapkan oleh Pemerinvah,

Badan hukum adalah suatu badan yang didirikan oleh
orang atau sekelompok orang dan yang oleh undang-undang
diberikan status kebadanhukuman karena telah memenuhi sya-.

rat-syarat yang ditetapkan untuk dapat dikatakan sebagail
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badan hukum. Badan hukum ini dapat melakukan perbuatan hu-
kum dan mempunyal hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban di
dalam lalu lintas hubungan hukum di masyarakat.

Dengan demikian, dapatlah dimengerti balhwa yang di-
maksud Hak Milik Atas Llanah buatu sSadan Hukum Di Indonesia
adalah suatu hak atas tanah yang dipunyal oleh badan hukum
yang berada di wilayah hegara Republik Indonesia, untuk
menguasai, men gunakan, memanfaatkan, dan menikmati har il
dari tanahnya, sesuai dengan ketentuan UUPA dan peraturan
perundangan yang lebih tinggi tingkatannya,

3. Alagan Pemililian Judul

Dengan adanya penunjukan badan-badan hukum yang da-
pat mempunyai hak milik atas tanah, dihubungkan dengan si-
fat hakikat hak milik, serta asas kebangsaan di dalam UUPA
sebagal hukum agraria nasional, maka menarik saya untuk
dapat dijadikan suatu pokok bahasan dalam penulisan skrip-
si ini. 4

Li samping itu, menurut hemat saya, selama ini yang
sering ditulis dalam ekrips{ hanya mengenai permasalahen
hak milik atas tanah bapi orang perorangan saja, sedangkan
bagi suatu badan hukum boleh dikatakan belum pernah d4itu-
lis untuk dibahas, radahzl, bagl egaya, masalah ini cukup
penting mengingat dalam kenyataannya sering di jumpai bzhwa
maglh kaburnya batasen antara badan~badan hukum yang beleh
dan yang tidak boleh mempunyail hak milik atas tanah. Demi

kian pula tentang syarat-asyarat pemilikan yang meliputi
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peruntukan, penggunaan ataupun pengelolaan, serta luas ba-
tas maksimum tanah yang boleh dipunyal badan hukum,

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut di atns,
kiranya judul skripsi ini sudah saya berikan dengan tepat.
4. lTujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini terutama seha-
gal usaha untuk memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh
gelar sarjana dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Univer-
sitas Airlangga Surabaya.

Selain itu, tujuan lain adalah mencoba menganalisis
permacsalahan yang terjadi melalui penulisan dengan mensgu-
nakan segenap kemampuan yang saya miliki, sehingga diha-~
rapkan akan didapat suatu kesimpulan ilmiah ataupun peme-
cahan yang mungkin berguna bagi pengembangan ilmu pengeta-
huan di lingkunpgan perguruan tinggi khususnya dan bagi ma-
syarakat pada umumnya.

5. Metodolopi

Dalam penulisan ekripsi ini, metodologi yang saya
pergunakan melliputi bebera . a tahapan yang dapat dijelarkan
sebagai tersebut di bawah ini.

a, Pendekatan maralah.

oebagal usaha dalam pendekatan masalah, saya meng-
punekan metode yuridis sosiologlis, suatu metode pendekatan
masalah yang menitikberatkan hubunpgan atau kaitan antara
~gpek hukum (yuridis) dan aspek sosial (sosiologis),

Secara yuridis, eaya lakukan dengan mencari, mene-
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11t1 dan mengkaJi peraturan perundangan, teori-teori huvkum
serta pendapat para ahli/sarjana hukum tentang masalah-ma-
salah yang berkaitan dengan materi yang saya bahas, teru-
tama menyangkut sifat hakikat hak milik atas tenah dan ke-
beradaan badan hukum sebagai subjek yang dapat mempunyai
hak milik atas tanah. bSedangkan secara sosiologis, melalul
pengamatan terhadap permasalahan yang timbul ataupun yang
akan timbul di dalam masysrakat, terutama yang berkaftan
dengan hak milik atas tanabh suatu badan hukum,

b. Sumber data.

Data yang saya perlukan dalem penulisan skripei inf
saya peroleh melalul studi kepustakaan den studi lapsngan.

Data dari studi kepustakaan berasal dari buku-bu-u
literatur, tulisan-tulieap ilmiah, majalah, surat katar,
dan peraturan perundangan, yani; sebagian saya peroleh dari
rerpusatakaan Universitas Airlengpa Suralrya, rsebagler lagi
dari koleksi pribadi dan pinjaman rekan mahasiswa. Sedang-
kan data yang saya peroleh melalui studi lapangan, berupa
hasll wawancara dengan pejabat dan pejawai Rantor Agraria
notamadya burabaya, Losen iembimbing serta Staf rengejar
di kakultas dukun Universitas Alrlangga Surabaya,
¢. Prosedur pengumpulan 4an pengolahan data,

semua data yang diperoleh, saya rekaplitulasi dan
dikumpulkan menjadi suatu kumpulan data, kewudian diolab
dan dipilih serta dibagi menurut jenie dan isi data., De-

ngan demikian, diharapkan tidak ada data yang hilang atenu
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terbuang, di samping lebih mudah dan sederhana dalam mene-
mukan dan memasukkan data tersebut ke dalam bagian yang
menjadi objek pembahasan dalam penulisan ekripsi ini.

d. Analisis data.

Dalam menganalisis data, saya menggunakan suatu me-
tode yang disebut metode deskriptif analitis. Maksudnya
adalah dengan menguraikan dan menganalisis data secara ku-
alitatif mengenal permasalahan yang menjadi bahan tulisan,
kemudian menyajikannya dalam bentuk uraian yang mendelam
dan sistematis menurut ilmu pengetahuan yang objektif.

6. rertangpungjawaban bistematikq

Pendahuluan saya letakkan dalam bBab 1, karena untuk
mengarahkan pembaca agar mengetahui garis besar permasa-
lahan yang akan diuraikan di dalam skripsi ini, sehinggn
dapat dijadikan dasar bsgi pembahasan dalam bab-bab beri-
kutnya.

Hak Milik Atas lanah renurut UUPA saya letakkan da-
lam bab Il, karena hak milik atas tanah merupakan objek
yang utama dalam penulisan skripsi ini, sehingga mempermu-
dah bagi penulisan bab-bab selanjutnya.

kedudukan Badan Hukum bebagal Pemegang Hak Atas Ta-
nah saya letakkan dalam Bab 1lll, karena yang menjadi sub-
Jek hak-hak atas tanah adalah orang atau badan hukum, ter~
masuk hak milik atas tanah yang depat dipunyail oleh orang
ataupun badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintaoh.

Ferolehan Badan Hukum irerhadap Hak Milik Atas Tanah

L ITLT R
ey
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gnya letakkan dalam bab lv, karena untuk memperoleh hak
milik atac tanah, suatu badan hukum harus mengajukan per-
mohonan melalul prosedur dan syarat-gyarat yang ditetapkan
0oleh peraturan perundangan.

Fenutup saya letakkan dalam Bab V sebagai bab tera-
khir, karena untuk mengakhiri penuliean ilmiah ini perln
diambil kesimpulan dari urajan dalam bab-bab sebelumnya,
di samping berusaha mengemukakan garan yan; mungkin berru-
na bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada khususnya da:

bagi masyarakat pada umumnya.
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HAK MInla ATAL TaNAg MoNURUL UUPA

1. bifat dan Cirj-ciri Hak milik Atap Tapah
Hak milik atas tanah sebagal salah satu macam hak

atas tanah yang diatur olen UUFA, aselain dapat dihubungkan
dengan bidang tanah tertentu dan subjek tertentu, juga da-
pat kita lihat sebagal suatu lembaga, yang merupakan suatu
species {bentuk khusus) dari hak-hak atas tanah.4

Litinjau dari sudut tanahnya, hak milik atas tanah
merupakan statuut atau kedudukan hukum, dengan sifat dan
ciri-ciri tertentu yang membedakan tanah tersebut dengen
tanah-tanah hak lainnya. Sedangkan blla ditinjau dari fu-
dut subjeknya, hak milik atas tanah itu merupakan huburgan
hukum antara subjek tersebut dengan suatu bidang tanah
tertentu, yang berisikan wewenang-wewenang dan kewajiban-
kewajiban tertentu darl subjek itu, baik yang bersifat
umum maupun khusus bersangkutan dengan tanah tersebut. ha-
mun apabila kita lihat sebagal suatu lembaga, maka hak mi-
lik itu berisikan wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajitb-
an yang dapat dipunyai oleh suatu subjek, jika subjek jtu
mempunyal tanah dengan hak mllik.5 Ketiga pengertian ter-

4Boed1 daresono, Ubrh bLed k cunan Isl dan

Felegknsnannnia, Bag. rertama, Jil. Ii, Djambatan, Jakarta,
1971, h, 52.

51bid.
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selut dipergunakan di dalam LUrA mengenai hak milik atan
tanah, terutams pasal-pasal yang mengatur tentang hak mi-
lik dan ketentuan-ketentuan honversi dari UUPA,.

Apa yong diatur di delam UULA, baru merupakan ke-
tentuan-ketentuan pokokunya saja, karena menurut pasal 59
ayat 1, kelentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak mi-
lik diatur dengan undang-undeng. Lampal sekarang, undang-
undang yang dimaksud ternyata masih belum dibuat. Untuk
itu, menurut pasal 56, yang berlaku adalah ketentuan-ke-
tentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lain-
nya menpgenal hak-hak atas tanah yang memberikan wewenang
sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud pasal 20, se-
pahjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ke-
tentuan UUPA. Namun demikian, dari beberapa ketentuan yang
ada di dalam UUFA mengenai hak-hak atas tanah, dapat kita
ketahui bahwa hak milik atas tanah merupakan hak atas ta-
nah yang tertinggl kedudukannya dibandingkan dengan hak-
hak atas ‘tanah lainnya, terutama bila dilihat dari sifat-
nya yany khaeg dan ciri-ciri yan;, melekat, yang tidak ter-
dapat pada hak-hak atas tansh yang lain,

Adapun sifat knas hak milik atas tanah yang dimek-
rud, dopat kita lihat dalam pasal 20 ayat 1 yang menyata-
kan bahwa hak milik adalah hak yang turun-temurun, terku-
at, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, de-
i, an mengingat ketentuan pasel 6, yakni semua hak atag ta-

nah mempunyai fungsi sonial, Sifat turun-temurun, terkuat,
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dan terpenuh tersebut, harus selalu melekat pada hak milik
atas tanah, karena hak yang tidak mempunyai ciri yang tiga
itu sekaligus, bukanlah tiak hilik.6 Pemberian sifat terku-
at dan terpenuh dimakeudkan untuk menunjukkan perbedaannya
dengan hak-hak lain, baliwa hak milik adalah hak yang pa-
ling kuat dan paling penuh di antara hak-hak atas tanah,
Sedangkan sifat turun-temurun berarti hak milik dapat di-
wariskan kepada ahliwaris si pemegang hak, sehingga pemi-
likannya dapat dilanjutkan oleh ahliwarisnya. Itulah se-
babnya maka Jjangka waktu hak milik tidak ditentukan, tidak
seperti hak guna-usaha ataupun hak guna-bangunan yang di-
tentukan jangka waktunya.

Hak milik merupakan hak yang terkuat, artinya bsahwa
hak itu tidak mudah hapus, dan mudah dipertahankan terha-
dap gangguan pihak la.'m.'7 Hal ini disebabkan hak milik itu
hak yang texrdaftar dan pemiliknya diberi "tanda bukti hak"
yang dieebut sertipikat hak milik atas tanah, yang bterieku
gebagal alat pembuktian yang kuat (passal 19 ayat 2 bhuruf ¢
Jo pasal 23 ULLA jo pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Peme-
rintah Nomor 10 dahun 1961), Uleh karena itu, maka hak mi-
lik atas tanah dapat dijadikan jaminar hutang dengan dibe-

tani hak tanggungan (hipotek atau credietverband).

6Li’fendi Perangin, dukum_Agraria Di Indonesia: Cuatu

Telash Uari budut Yandang lraktigi Hukum, Rajawall, Jakar-
ta, 1986| ho 2360 )

7Boedi Harsono, gp, ¢cit,, h. 55.
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Sifat terpenubh dari hak milik atas tanah dapat di-
hubungkan dengan ketentuan paenl 4 ayat 2, bahwa hak milik
memberikan wewenang yan: paling luae dan paling penub |e=-
pada pemiliknya untuk menggunakan tanahnya, jika diban-
dingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Hal ini antera
lain disebabkan tanah yang dipunyai dengan hak milik, ti-
dak ditentukan tujuan penggunaannya atau peruntukannya.
Berbeda dengan hak-hak atas tanah yang lain, misalnya hak
guna-usaha yang khusus diperuntukan bagi usaha pertanian,
termasuk perikanan ateu peternakan, dan hak guna-bangunan
yang khusus untuk mendirikan dan mempunyai bangunan, Se-
dangkan hak milik, dapat untuk usaha pertanian dan bis»
untuk bangunan., Oleh sebab itu, maka hak milik dapat men-
Jadi induk bagi hak-hak atas tanah yang lain, artinya da-
pat dibebani dengan hak-hak lain., Inl berarti bahwa seo-
rang pemilik tanah (maksudnya tanah hak milik) dapat mrm-
berikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak yang bulran
hak milik: menyewakan, membagihasilkan, menggadaikan, me-
nyerahkan tanah itu kepada orang lain der: an hak guna-he-
ngunan atau hak paka1.8 Sebaliknya, hak milik tidak dauiat
berinduk pada hak~hak altaes tanah ysng lein, karena hak mi-
lik adalah hak yang paling penuh, sedangkan hak-hak atne
tanah lalnnya itu kurang penuh.

selain dari yang diuraikan di atas, masih terdapat

Shffendi Perangin, op._cit., h. 237.
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beberapa sifat atau ciri-ciri hak milik atas tanah, antara
lain dapat dialihkan kepada fihak lain dengan cara dijual,
dihibahkan, tukar-menukar, atau diberikan dengan wasiat (
di"legaat"kan).9 Hak milik itu dapat dilepaskan oleh pemi-
liknya dan tanahnya menjadi tanah negara. Pelepasan hak
itu antara lain dengan maksud agar fihak lain yang memtu-
tuhkan tanah i1itu, dapat memohon hak baru yang sesuai begl
keperluannya kepada remerintah, karena tanah yang dileyas-
kan pemiliknya itu telah menjadi tanah negara dan dikussai
oleh temerintah. Selanjuinya, hak milik itu dapat diwakaf-
kan, dengan kata lain, tanahnya dapat dijadikan tanah wa-
kaf. rerwakafan ini diatur dalam Feraturan Pemerintah No-
mor 28 Tahun 1977, yang merupakan ketentuan lebih lanjut
dari pasal 49 ayat 3 UUrA, fienurut ketentuan hukum Islam
yang mengatur wakaf, maka hanya tanah-tanah hak milik jang
dapat diwakafkan. lanah-tanah hak lainnya tidak dapat di-
wakafkan, karena selain jangka waktunya terbatas, wewenang
Yang empunya pun tidak penuh.10 Sedangkan menurut pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, ditentukan bahwa
objek perbustan wakaf ~dalezh khusur mengenai tanah milik
saja atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan,
ikatan, sitaan dan perkara. !ni berarti bahwa tanah-tan=h

hak lainnya tidak dapat menjadi objek perbuatan wakaf,

9boedi Harsono, op, cit,, h. 55.
101 p1d,, n. 56.
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“. bapgr Hukum dan Subjek naek Billk stas lanah

Hak milik atass tanah sebagai salah satu macam bak

atas tansh, secara khusus diatur oleh LUrA di dalam pesal
20 sampai dengan pasal ?27. tengaturan inl baru merupakan
ketentuan~-ketentuan pokoknya egaja, karena menurut pas~l 50
ayat 1, ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak mi-
11k aksan diatur dengan undsns=-undang, Oleh karena eampat
sekarang undang-undang tentang hak milik masih belum rda,
maka menurut pasal 56, yan: bterlaku adalah ketentuan-ke-
tentuan hukum ndatl cetempat dan peraturan-pernturan lein-
nya mengenal hak-hak atas tanali yang memberi wewenang re=-
bagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20,
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ke-
tentuan UULA,

Yang dimaksudkan dengan persturan-peraturan lainnya
adalatl peraturan-peiraturan di luar ULULA geperti Feraturan
Femerintah ataupun ter~turan stenteri Dalam Negeri, yang
dalam kenyataannya telsh banyak men, atur berbagai segi me-
ngenal hak milik atas tanah, Ledangkan mengenai keiventuan-
ketentuan hukum adat setem,at, sepanjang menurut kenyataan
magih ad~ dalen anatu masy-rakat adat tertentu, sekedar
diperlukan dan tidak bertlentangan dengan kepentingan narj-
nral d-n hegara, maks masih tetap diakul dan berlakn,

lieekipun apy ynu: distur oleh ULIA mengenal hak mi-
11k itu baru merupakan ketentuan-ketentuan pokoknya saja,

naman ULrA adalah eebagal praturan dasar bagi hukum a ra-
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ria nasional yang menjadl pangkal bagl peraturan-peraturan
perundangan mengenal masalah agrarta. Oleh karena itu, ma-
ka pengaturan hak milik atas tanah oleh UUPA dapat dijadi-
kan dasar bagi pengaturan-pengaturan mengenai hak milik di
dalam peraturan perundangan yang lain,

Di dalam Memori tenjelasan UUrA, disebutkan bahwa
galah satu tujuan UUPA ialah meletakkan dasar-dasar untuk
memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah ba-
81 rakyat seluruhnya. liak-hak atas tanah tersebut memberi
wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunskan tanah
yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi, dan air, ser-
ta ruang yang ada di atesnya, sekedar djperlukan untuk ie-
pentingan yang langsung berhubungan dengen penggunaan to-
nahnya, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-pera-
turan hukum lain yang lebih tinggl. Sehubungan dengan itu,
ULrA telsh mengatur dan menentukan macam-pacam hak atas
tanah yang dapat dipunyai oleh orang ataupun badan hukum,
Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa orang ataupun
badan hukum dapat menjadi subjek yang mempunyai hak-hak
atas taiah, termasuk menjadi subjek hak milik atas tansal,

Dalam hubungannya dengan subjek yang dapat mempu-
nyai hak milik atas tanah, ternyata tidak semua orang atau
pun badan hukum dapat mempunyai tanah dengan hak milik.
Hal ini karena hanya warganegara lndonesia saja yang dajat
mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 1), sedangkan bagi ba= -

dan hukum dltentukan hanya badan-badan hunum yang dit=tep-
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kan noleh Yemerintah sajn yang dapst mempunyail hak milik

atar tanah denpan syaral-syarat seperti yang diatur dalam
pasal 21 ayat 2 dan pasal 49. Ilni berarti bahwa orang yang
mempunyai kewarganegaraan lain (orang asing) tidak dapat
mempunyai hak milik atas tanah, bahkan bagi mereka yang
berkewarganegaraan rangkap statusnya dipersamakan dengen
orang asing. lerbvuatan memindahkan hak milik atas tanal
Kepada orang asing ataupun kepada mereka yang berkewarga-
negaraan rangkap, dilarang dan batal karena huvkum, sedrng-
kan tanphnya jatub kepada Negara (pasal 26 ayat 2) meski-
pun hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangerung
dan semua pembayaran ysang telah diterima oleb pemilik ti-
dak dapat dituntut kemball. Namun demikian, bagi orang
asing ataupun yang borkewarganegaraan rangkap, apabila me-
reka memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa wasiat,
atau karena percampuran harta akibat perkawinan, maka me-
nurut ketentuan pasal 21 ayat %, mereks diharuskan (wajib)
meleparkan hak itu dalam janpka waktu satu tahun gejok di-
perolehnyn hak tersebut. Apabila hak milik itu tidak dia-
lihkan kegada pihak lain yang memenuhi gyarat sampai batae
waktu entu tahun itu berakhir, maka hak tersebut hapus ka-
rera hukum dan tanahnya jatuh ke pada Negara, dengan keten-
turn behwa hak-hak pihak lain yang membebaninya, tetnp di-
akul d=n berlangsung sampai mAasabya berakhir, Ketentuan di
atas, berlaku pula bagil wargsunegara lndoneeia yang mempu-

nyal hak milik dan kemudian kehilanpan kewarganeparannnya,
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dengan ketentuan jangka wakliu untuk melepaskan hak ter<e-
but dihitung sejak mereka kehilangan kewarganegaraannya,
Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa meskipun
padan asasnya hanya warganegsra lndonesla tunggal sajes yang
dapat memiliki tanah, namun UULA masih memberi kemungkinan
bagl orang-orang asing ataupun warganegara Indonesir yang
berkewarganegaraan rangkap uiutuk mempunyail tanah dengan
hak milik. kemungkinan itu adalah dalam hal-hal tertentu
dan jangka waktunya pun terbatas, yakni seperti yang dia-
tur 41 dalam pasal 21 ayat 3 dan ayat 4. Untuk ini, Bo~di
Harsono e rns atakan bahwa dibel ikarnya kemungkinan itu ~da-
lah »tas dasar pertimban; an pvrikemanusiaan.ll Selain 'tu,
UULA tidak membedakan aniara lakl-lakl dan wanita delan
hal pemilikan tanah (pasal 9 ayat ?2), dan tidak memper- c-
alkan antara warganeg-rs lIndonesis yong asli maupun ketu-
runan agcing, sehingga baik laki=laki ataupun wanita, a:-1
mempunyal kewarganegaraan indonesia tunggal (asli ataupun
keturunan asing), boleh mempunyai hak milik atas tansh,
Syarat inl merupakan syarst utama yenp Lersifat umum urtuk
tetiap pemiliken tanah densgan hak milik bagl perorangar,
meskipun untuk pemilikan tanah pertanian masih diperlulan
vyarat-syerat lain egesuai dengon Lnding=w oang lomor 5¢
rrp Tahun 1960 tentang. Penetapan Luas Tansh Fertanian (L.N

iahun 1160 Nomor 174).

Uivig,, n. 60.
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vubjek lain yang dapat mempunyal hak milik ates ta-

rnh adalsah badan-badan hukum tecftentu yang ditetapkan oleh
remerintah dengan syarat-syaratnya (pasal 21 ayat 2), drn
badan-badan keagamaan dan soslal sepanjang dipergunakanrya
langsung berhubungan dengan usahanya dalam bidang sosial
dan Beagamann {pasal 49 ayat 1). 1lni ber~rti bahwa tidal
semua badan hukum dapat mempunyal hak milik atas tanah,
Bahkan bagi badan-badan sosial dan keagamaan, dalam hal
tanahnya tidak langsung diperpunakan untuk keperluan sori-
al dan keagamann, maka tidak boleh diberikan dengan hak
milik, harus dengan hak-hak atas tanah lain yang sesuai
dengan keperluannya tersebut,

Mengenal penguasaan tanah dengan hak milik oleh ta-
dan--badan hukum, akan diuraikan lebih lan_ ut dalam bapgisn

tersendiri pada hab-bab berikutnya.
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K oUDUKAN BALAN oUnUM SebAGAL PhMmrGANG HAK ATAL TANAH

1. badan Hukum Sebagai oubjek
Sebagaimana kita ketahui bahwa UUYA telah menentu-

kan macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai oleh orang ataupun badan-badan hukum {pasal 4
ayat 1). Ini berarti orang ataupun badan-badan hukum meru-
pakan subjek yang dapat memperoleh dan mempunyai hak-hnk
atas tanah, meskipun masih harus memenuhi beberapa pernya-
ratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Dalam teori hukum, or«:ng adalsh manusia sebagal su-
atu pendukung hak dan kewajiban, yang diaébut persocn, La-
lam hal ini, Chidlir Ali men,atakan bahwa:

hedudukan sebagal pereoon adalah kedudukan yang ol:h
hukum diakui adanya. Yang pertama-tesma oleb hukum cdia-
kui mempunyzi kedudukan sebagal peresoon ialah orang,
manusia. Urang adal=h badsn pribadi, g&bjek hak, we¢-
nang berhak -~ (perdata) atau persoon,
Li samping itu, hukum Jupga masih mengakui adanya secuatu
yang dapat berkedudukan sebagai persoon, yakni segala fe-
suatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewaj!ban
selaln orang, yakni badan-btaden hukum (rechtspersoon). te-
ngenal badan hukum ini, dikatakan oleh Wirjono Prodjodiko-
ro sebagal berikut:

Sudah sejak dahulu kala dibutuhkan adanya pengertian

l?bhidir Ali, paden fiukum, Alumni, Bandung, 1987,
h. 4.
25
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srdan-tiukum, yattu bad:n yang diecamping monucia pero-
ronpgan jvea dianpgnp dapat bertindak dalam Hukuw deon

yang mempunyai hak-hak, kewsjiban-kewajiban dan kerpen-
ting an-hukum terhadap orenpg lain atau badan lain.

® o2 F 3 E R OO O QE SO DY S B GNP N UY PO E TN SEDE SO EE ST EEEEE

badan Hukum ini dapat berupa suatu Negnara, suatu Lee-
rah otonom atau eustu perkumpulan dalam arti luss ...,
atau suatu perusana~n atau suatu Harta-benda tertertu
yang 1lazim dinamakan layasan (3tichting).

Badan-badan ini semua dapat turut s«rt= dal=m pervgaul-
an hidup dalam mesy~rakat weperti seorn~ng manusi~, dan
dianggap pula sebagail orang manusgia belaka terhalayp
sepala peraturan-fgraturan-nukum yang berlaku dalam
suatu masyarakat.

vengan demikian, dapatish dikatakan bahwa orang dan
badan hukum itu adalah perroon, yakni pendukung hak dar
kewajiban, yang dalam lalu lintas dan pergaulan hukum di-
kenal deng=n istilal subjek hukum (subjectum juris). Oleh
karena ‘tu, dalam hubungannya deng~n hak-hak kebendaan,
berarti badan hulum dapal mempunyal eesuatu benda atnupun
hak-hak atas benda tertentu. Lemikian pula halnya apabila
benda tersebut adalah benda tetap yang disebut tanah, ten-
tunya badan hukum mempunyai hak untuk memiliki tanah. Na-
mun demikian, dalam hal pemilikan tanah ini, UUFA telah
nmenentukan bahwa yang dapat dimiliki oleb orang ataupun
tadan hukum buksnlah tanahnya secara f{isik, melainkan h: -
nya halk-hak atas tanrhnya., Uleh paral 4 ayat 2 dikatekan
tabhwa hak-iiak atas tanah tersebut nemberi wewenang kepads

pemegang haknya untuk mempergunakan t-nah, demikian pulr

13Mrjono Yrodjodikoro, Hukum lerkumpulan Fereercan
drn_soperard Di dindonesgia, vet, 111, Lian «akyat, Jakaria,
3995’ ho 8-

Skripsi MARYADI SURYA HARTADI
HAK MILIK ATAS TANAH SUATU BADAN HUKUM DI INDONESIA



ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

27

tubuh bumi, dan air, serta ruang yang ada di atasnya, -e-
kedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhu-
bungan dengan penggunaan tanah tersebut. Tetapi, tertu sa-
ja harus dibatasi oleh ketentuan UUPA dan peraturan-pera-
turan hukum lain yang lebih tinggi,.
2. Hak-hak Atas Tanah bppi tuatu Badan Hukum

hanusia dan badan hukum adalah subjek hukum yang
sama-cama dapat mempunyail hak-hak atas tanah, Namun de=i-
kian, UUPA sebagai tiukum Agraria hasional telah menentnkan
bahwa yang dapat mempunyal hubungan sepenuhnya dengen fa-
nah dan dapat mempunyal hak atas tanah secara penuh dan
luas (semua macam hak) adalah warganegara Indonesia, balk
laki~laki maupun perempuan, yaknl untuk mendapat manfaat
dan hasil dari tanah, balk bagl dirinya sendiri maupun ba-

gl keluarganya.l4

Sedangkan bagi badan hukum, hanya badan-~
badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua macam hak
atas tenéh, kecuall hak milik atas tanah yang terbatas ba-
gl badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh lemr~
rintah dengan peraturan perundangan., Untuk badan-badan hue

kum aslng yang mempunyai perwakilan di Indonesia, hany-

dapat diberikan hak pakai dan hak sewa saja.ls

¢nidir A1, op, cit., h. 170.

D1vyg.
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adanya pembedaan antara badan-badan hukuwm yary li-
girikan menurut hukum lndonesia dan berkedudukan di Indo-
nesia dengan badan«badan hukum asing ysng mempunyail perwa-
kilan di Indonesis, sama halnya ceperti pembedaan artara
warganegara lndonesla deng on orang asing dalam hal pemi-
likan hak-hak atas tanah. hal tersebut merupakan cuatu as-
pek yang nyata dalam usaha mewujudkan asas kebangesaesn re-
suai dengan asas yang dianut dan ditonjolkan di dalam V'UPA
sebagaimana ketentuan pasal 1 ULra,

Hak-hak atas tanah bagi badan<badan hukum yarg i-
dirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan di Irndo-
ncgia adalah hak guna-ucaha, hak guna-bangunan, hak pabai,
dan hak sewa untuk bangunan., Sedangksn untuk hak milik dan
hak pengelolaan, hanya dapat diterikan kepada badan-badan
hukum yang ditetapkan/dttunjuk oleh Pemerintah,

Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah
yang langsung dikuasal oleh degara, dan digunakan untub
usaha-usaha di bidang pertanian, perikanan atau petern-k-
an (pasal 28 ayat 1). vedangkan hak guna-bangunan adalnh
hak untuk mendirikesn dan mempunyal bangunan-bangunan steg
tan~h yang bukan miliknya esendirt, dengan jangka waxktu pa-
ling lama 30 txhun dan drpat dipeipanjang dengan waktu pa-
ling lama 20 tahun (p=s31 35 a;atl 1 dan ayat 2)., Hak g:na-
tanpunan ini dapat t«rjadi pada tanah yon;, dikunarai lare-
eung, oleh hegara, dengan melalul penetapan pemerintah (pa-

tal 37 huruf a), dan dapst terjadi atas tanah milik, kere-
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na perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah
dengan pihak yang akan memperoleh hak guna-bangunan (pasal
37 huruf b). Hak pakal adalah hak untuk menggunakan dan
atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara atau tanah milik orang lain, selama jangka waktu
tertentu atau selama tanahnya dipergunaken untuk keperluan
yang tertentu (pasal 41 ayat 1 dan ayat 2). Hak pakal ter-
sebut memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiannya oleh penjabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik {anah-
nya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, serta tidak boleh dieertai syarat-syarat
yang mengandung unsur-unsur pemerasan (pasal 41 ayat 1 dan
ayat 3). Selanjutnya, hak sewa untuk bangunan adalah hak
untuk mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan
bangunan, dengan membayar uang sewa kepada pemilik tanah
tersebut (pasal 44 ayat 1). Hak pakal dan hak sewa dapat
diberikan kepada orang asing yang berkedudukan di Indone-
8ia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di In-
donesia (pasal 42 huruf b dan d, dan pasal 45 huruf b dan
huruf d), oleh karena hak-hak tersebut hanya memberi wewe-
nang yang terbatas untuk keperluan tertentu dan jangka
waktunya ditentukan untuk maca selama hak itu berlangsung.

[iengenai hak milik atas tanan, pada asasnya bad«n-
badan hukum tidak dimungkinkan mempunyai tanah dengan hak’

millk, karena menurut paral 21 ayat 1, hanya warganegara
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tndonesia =2 jx yang dapat ~es,un,ai hak milik. Ini werups-
Lan penekanen lebih I-onlut vari pasal 9, bohwa hanyn war-
.2ne,ara Indoneela, baitk lrki-lnki maupun wanita, d pat
mempunyai hubungan yeng =« prnuhnya dengan bumi, air dan
ruang angkara, dalam batags<hatas ketentuan pasal 1 dan 2,
nal ini patut dipak=wi karena hak milik, sebagaiman~ yang
telah diuraikan dal~m tatl<tab sebelurnya, adalah halk y-ng
Lerkuat, dan terpenuh, rerts berpiiat turun-temurun,

Di dalam semori renjelavan vmum di bawah angla [I
(5} dijelagkan alag~n tentang baden-badan hukum dilarang
mempunyni hak milik atar tarsh, yekni karena badan-ladon
hukum ticek perlu mempunyal hek milik tetapi cukup hak-hak
lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup boagi ke=-
perluannya yang khusus (hak ¢una-usnha, hak guna-hargunan,
hak pakai menurut pasal 2R, 55 dan 41). Dengan demikian,
akan dapat dicegah utahes=ucahes yang bermaksud menghindari
ketentuan men; enai batas m=ksimum Luaeg tanah eebagai yang
dimaksud.dalam pagal 17. ¢ik= hal Inl tldak ditegaskan se-
cara pasti, maka dlkliawatirk-n banyak tanah-tanah milty
rakyat yang alksan jrtuh k¢ tonean beden-badan hukum, =merg-
1n;at umumnya kedudui an tadan hukwn : ebae a1 ekonomie y: ng
kuat, meskipun pemindah-on tanah hak milik diawasi.lé
rengingat akar keperloan magsyarakatl yanpg eangat

erat hubungannya dengan taham ken, amaan, soailal dan hu.

16Boedi tlareono, pp, cit,, L. 68,
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bungan perekonomian, make ULLA telah mengadakan suatu “es-
cape~-clause" yang memungkinkan badan-badan hukum terter tu
memperoleh hak milik atas tanah jika hal itu memang dijper-
lukan, dengan jalan menunjuk badan-badan hukum tertentv
sehagai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik
atas tanah (pasal 21 ayat ?2). Sedangkan badan-badan hukum
yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan, diten-
tukan dalam pasal 49 ayat 1, sebagai badan-badan yang da-
pat mempunyail hak milik atas tanah, sepanjang mengenal ta-
nah yang langsung dipergunakan untuk usahanya dalam bidang
sosial dan keagamaan ltu, Apabila tidak digunakan sebagai-
mana ketentuan di atas, maka badan-badan hukum 1tu akan
diberikan hak-hak atas tanan lain yang sesuai dengan ura-
hanya, bukan dengan hak milik, karena dalam hal ini badane
badan tersebut dicamakan dengan badan hukum biasa.

Hak Pengelolaan yang disinggung di atas, adalah hak
atag tanah Nepara yang memberl wewenang kepada pemegangnya
untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang
bersangkutan, menggunakan tanah tersebut untuk kepertuan
pelakeana=n tupasnya, menyersaksn bapian-bagian deri t-nah
itu kepada pihak ketipa dengan Hak Ffakei yang ber jangin
waktu enam tahun, serta meneriwma uang pemasukan dan/atru
uang wa)ib tahunan (paegnl 28 teraturan l(enteri Dalam Ne-e-
ri homor % Tahun 1973 jo teraturan rienleri Agraria Lomer 9
itahun 1965). Hak tengelolaan ini buken termasuk macam hak’

alas tanah yang dieebutkan dalam pasal 16 ayat 1 UUFA, te-
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tapt dopat kita jumpai secsra terrirat dalam hemori lenje-
lasan Umum angka 1l (2}, yang berkaltan dengan ketentuan
p=sal 2 ayat 4. nhak fengelolaan ini dapat diberiksn kepada
Lbepartemen dan Jawatan-jawatan remerintah, dan kepada ba-
dan-badan hukum yang ditunjuk Pemerintah (pasal 29 Pera-
turan Menteri Lalam Negeri somor 5 Tahun 1973).

3. Dasar Hukum Hak hiljik Atag lanah Bapi Suatu Badan Hukum

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik

atas tanali adalah badan-badan hukum yan; ditetapkan oleh
remerintah, atas dasar ketentuan pasal 21 ayat 2 UUlA. Se-
aanpkan badan-badan sogial d=n keagamaan, dapat mempunyai
hak milik dengan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 dan
harus memenuhi ayarat-syarat yong ditentukan oleh peratur-
an perundangan yang berlaku,

Sebagal kelanjutan dari ketentuan pasal 21 ayat 2,
waka oleh Yemerintah dibuat dan ditetapkar FPeraturan FP-:me-
rintah »omor 38 Tahun 1963 tentang renunjukan Badan-baden
ttukum Yang bapat mempunyai tiak lilik Atas Tanah (Lembaran
Negara Lahun 1963 Nomor 61; tenjelasan Llartahan Lembarnn
Negara Nomor 2555). freraturan Femerintsh ini, di eampirg
menentukan badan-badan hukum spa vajs yany dapat mempu ) af
tanah dengan hak milik (pagal 1), Jju,a menetapkan s:ar-t-
syarat pemilikan serta pepgguncannya (pa:al 2, 3 dan 4.
velanjutnya ditentukan pulse tentang kewaJitan badan-haran
tersebut untuk memberitalivinn kepada menteri Pertanian/Ag-

raria dalam Jjanpka waktu tertentu tentan; semua tanah vang

Skripsi MARYADI SURYA HARTADI
HAK MILIK ATAS TANAH SUATU BADAN HUKUM DI INDONESIA



ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

33

dipunyainya, dengan menyebutkan macam haknya, letak, luas
dan penggunaannya (pasal 5 ayat 1 dan 2). Apabila pemilik-
an tanah oleh badan-badan hukum tersebut bertentangan de-
ngan ketentuan pasal 2, 3 dan 4 di atas, maka menurut ke-
tentuan pasal 6, Menteri Pertanlan/Agraria berwenang untuk
meminta kepada badan-badan hukum tersebut agar mengalihkan
tanah-tanah miliknya kepada pihak lain yang dapat mempu-
nyail hak milik, atau memintanya untuk diubah menjadi hak-
hak lain seperti hak guna-usaha, hak guna~bangunan, atau

hak pakai, sesuai dengan penggunaan tanah tersebut,

4. Badan-badan Hukum Yang boleh Mempunyaj Hak Milik Atac
Tanah

Menurut ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah No-
mor 38 Tahun 1963, maka yang dapat mempunyai hak milik
atas tanah adalah badan-badan hukum yang disebutkan di ba-
wah inl sebagai berikut:

a. bank-bank yang didirikan oleh Negara;
b. perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yeng di-
dirikan berdasarkan Undsng-undang Nomor 79 Tahun

1958 (Lembaran bdegara Tahun 1958 homor 139);

c. badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri

Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;

d. badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Prr-
tanian/Agraria, setelah mendengar lenteri Sogial,

badan~badan hukum yang disebutken di atas dapat di-

berikan penguasaan itanah dengan hak milik, atas pertim..
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Yangan bahwa untuk penunaian tupyas dan usabanya, bensr-le-
nar memerlukan tansnh dengan hak milik. Namun demikian, pe-
milikan tar~h terrebut bukanlah tidak terbatas, melainksn
horus dicertal dengan syarat-syarat mengenal penggunansn,
peruntuknan, dan luas maksimum tonabh yang dipunyai oleh ta-
dan-badan hukum tersebut.

Untuk keperluan pelaksanaan konversi, berdasarkan
pasnl 1X Diktum kedua UUrA, ditegasksn oleh Menteri Agra-
ria bahwa terdapat badan-hadan hukum tertentu yang dapat
mempunyai hak milik atas tanah, sebagai konversi atas hok
elgendom dan hak milik adat yang dipunyainys. Penegasan
tersebut disebutkan dalam pagal 6 leraturan Menteri Agreo-
ria Nomor 2 Tahun 1960 jo Peraturan Menter{ Agraria Nomcr
5 Tahun 1960, dengan berpedoman pada peraturan dasar atau
peraturan pembentukannya, yaitu:

a, Indonesische Maat chappij op Aandelen (1}'A), baden
hukum yang didirikan menurut S 1979 no 569;

b, Indoneefsche verenigingen, badan hukum yang didiri-
kan menurut S 1939 no 570;

c. bank Inductri wmegera (Undeng-undang barurat no 2
tohhun 1952, LN 1952 no 21);

d. tAnk WNegara Indon: sia (Undang-undang Darurat no 22
tahun 1955, Liv 19%5 no 5);

e. tenk Tani dan Nelsyan (undang-undang no 77 tahnn
19558, ud 13958 no 137);

f. Badnn Ferugahaan Irndr kel Balhian bakanan dan fenbu-
kaan Yansh (pbil) (Lndanpg-unyang no 16 tahun 19%9,
I 1959 no 60);

B+ bonk Umum xe¢para (Und-np-undang no 1 Prp tahun 195
LN 1959 no 85).

h., Bank bapsne wegara (Undng-undang no 13 irp tahun
1960, Lk 1960 no. 33);

i. Bank Rakyat Indone2is (Undenp-und-ng no 12 tahun
1951, LK 1951 no &0 jo Undang-undang no 14 Prp ta-
bun 1960, LN 1360 no 41);

}. bank rembangunan indoneeia (Undang=-undang no 21 Irp
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tahun 1960, LN 1960 no 65)};
k. bank lndonesi7 (Undang-undang no 11 tahun 1953, LN
195% no 40).
Lengan adanya Yeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
1963, maka untuk badan-badan yang disebutken pada huruf a,
b dan f, yang ternyata bukan sebagai badan hukum yang dn-
pat mempunyai hak milik atas tanah, maka yang telah ter-
lanjur dikonversi, perlu diallhkan kepada pihak lain yang
boleh mempunyai hak milik, atau juga mengubah hak tersebut
menjadi hak lain yang sesuail dengan keperluannya, seperti
hak guna~bangunan, hak guna=-ussha, atau hak pakai. Sedang-
kan bank-bank yang disebutkan di atas adalah bank-bank lle-
Lara yang boleh mempunyai halt milik atas tanah dengan sya-
rat-syaratnya, seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan
temerintah Nomor 38 wahun 1963 di atas.
badan-badan keagamaan dan Badan-badan >osial yang
dapat mempunyai hak milik atas tanah, dapat disebutkan mi-
éalnya:le
1, Surat keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal
13-2-1967 no. 1/LL/AL/AGK /67 tentang penunjukan Pa=-
drn=-badan Gereja Homa katollk;
2. Surat Keputusan Menteri Llalam Negeri tanggal 14-3-
1969 No, Sk, 22/HA /1969 tentan; penunjukan Badan
Gereja trotestan di Indoneeia baglan Barat (G:IB);
3. Surat Keputusan f.enteri Lalem Negeri tanggal 10-7-

1972 No., OK, 24/b1A/1972 tentang penunjukan Perse-
rikatan Muhammadiyah.

171bid,, h. 70.

18y v, sunindhia dan Ninik Widiysnti, Pembaharuau Iu-
kum_Apraria (teberaps tfemikiyan), Bina Aksara, Jakarta,
198, h, 77, dikutip dari John talinrdeho, "asalah Tanah
Lalam Pembangunan, oinar brafika, Jakarta, 1987, h, 161,
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poaas 1V

FHCLERAN BADAE nUAUI THnADAP HAK hitban ALAS TANAH

l. trosedur Permohonan_dan temberian fiak Milik Atas Tanah
vuptu tiadan Hulum

menurut ketentuan reraturan menteri Dalam Negeri
Komor 5 lahun 1973 tenteng ketentuan-ketentuan Menpgenal
lata vara remberian Hak Atas Tanah, permwohonan untuk men-
dapatkan tanan l2gara dengan hak milik diajukan kepada su-
bernur kepala daeral atau menteri dalam negeri (sesuni de-
ngan pembagian tugns dan wewenang berdasar Peraturan Men-
teri Lalam beger!l Nomor 6 Tahun 1972), dengan perantarann
bupati/walikotamadya kepala daerah cq kepala kantor ngra-
ria kabupaten/kotamadya yang bersangkutan secara tertulis
dan dibuat dalam rangkap enam yani disusun menurut formu-
lir isian.

Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon (dalam
hal ini badan hukum) harus dilampiri akta pendirian dan
pengesahan badan hukum itu oleh FPemerintah, surat bukti
hak atas tanah yang pernah ada, gambar uituasi/ukur yang
dibuat oleh kantor pendaftaran tanah setempat atau gembnar
Kasar yang dibuat oleh pemohon gsendiri (dalam hal ini o'eh
pengurug badan hukum) serta surat-gurat bukti perolehan
hak secara beruntun.

Setelah permohonan terrebut disampaikan kepade bnu-
pati/wal ikotamadys kepala daerah cq kepala kantor agrnrja'

6
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yang bersangkutan, pemobon berkewajiban membayar uang paer-
sekot biaya yang diperkirakan untuk menyelesaikan permo-
honan tersebut, yakni meliputi biaya pengukuran, fatwa ta-
ta guna tanah dan biaya panitia pemeriksaan tanah. Setelah
tugas-tugas inil selesai seluruhnya, maka kepada pemohon
diwajibkan melunasi biaya tersebut,

Apabila biaya-biaya tersebut telah dilunasi, maka
pemohon tinggal menunggu peanggilan atau pemberitahuan ten-
tang apakah permohonannya perlu dilengkapi dengan bukti-
bukti lain ataukah sudah lengkap. Selanjutnya diteruskan
ke tingkat propinsi atau diusulkan untuk ditolak. Apabila
permohonan itu ditolak, maka pemohon masih mempunyai hal
untuk naik banding dengan mengajukan secara tertulis kepa-
da menteri dalam negeri.

Bupati/walikotamrdya keprla daerah cq kantor sgra-
ria kabupaten/kotamadya setelah menerima permohonan bhak
milik atas tanah, wajib mengadakan pencatatan (registrasi)
dan melakukan pemeriksaan apakah permohonan itu sudah ter-
masuk lengkap ataukah belum, Bagian-bagian yang merupaknn
etaf kantor agraria kabupaten/kotamadya berkewajiban me-
nyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengambil
keputusan, Apabila bahan-bahasn yang tersedia belum cukup,
maka untuk mengambil keputusan, kepala kantor agraris brr-
cama-sama camat, lurah dan wakil inStansi yang diperluksan
(kesemuanya merupakan suatu panitia pemeriksaan tanab) sne-

gera melakukan pemeriksann setempat mengenai status tannh
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yang dimohon itu dan setelah itu membuat riealah pemeril-
raan tanech.

ranitia pemerikeaan tanah wajib mengisi dengan
lengkap daftar pertanaban sesuai formulir bterita acara pa-
nitia dan celuruh anggota h:rug mempertanggungjawabkan le-
tenaran data pertanahan i{tu. lengan berlakunya Freraturan
tsenteri Dalam Negeri Nomor 1 vahun 1975, maka panitia pe¢-
merikeaan tanah berkewajiban pula mencantumkan harga darar
hagil perumusan panitia hargpa dasar setempat. Apabila pr=-
nitia harga dasar tersebut telum dapat merumuskan harga
dassr yanp berlaku untuk wilayeshnya, maka panitia pemerik-
gaan tanah hanya boleh mencantumkan di dalam berita acars
tanpa ada pengurangan-pengurangan apapun. Hal ini disebab-
kan penjabat yang direri wewenang berdasal kan Peraturan
nenteri Dalam Negeri womor 6 lahun 1972 itu, berwenang yu-
la untuk merumuskan jumlabh/besarnya uang pemasukan dari
petiap permohonan hak atas tanah.

Selanjutnya, berkar permohonan tereebut di atas be-
gerta bahan-bahan dan risalah pemeriksaan tanah dikirimkan
kepada gubernur kepala daerah cq kepala direktorat agraria
propinel dengan divertai pertimbangan yang menerangkan
bahwa permohonan itu disetujui atau ditolak karena alssen
tertentu, DL samping itu, untuk menjamin adanya objektifi-
tas, merka pertlubangannya wajib dikirimkan juga kepad-
menteri dalam negeri dan kepada pemnhon,

Gubernur kepnla drerah cq kepala direktorat agraria
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propirsi, setelah menerima berkas permohonan hak dari bu-
pati/valikotamadya kepaln d=eral: cq kepala kantor agraria
snalbupaten/kotamadya, berkewajiban mengadakan registrast
dan pem:riksaan terhadap berkas tersebut. Apabila berk:ss
eudah lengkap dan tidak ada keberatan, sedang wewenang un-
tuk memberi keputusan ada pada gubernur kepala daerah, ma-
ka kepala direktorat agraria atas nama gubernur yang ber-
eangkutan, segera mengeluarkan gurat keputusan pemberinn
hak milik atas tanah yang dimohonkan itu. Lalam hal weve-
nang untuk memberi kepututan itu ada pado menteri dalam
negeri, maka herkas permohonan tercebut segera dikirimlan
kepada menteri dalam negeri cg kepala direktorat jenderal
agrarin,

kutipan surat keputnsen keprla direktorat agraria
propinel tersebut dibuat ranekep dua, masing-masing untnl
diverikan kepada penerims hak wilik dan kepada bupati/va.
likotam-dya., Sedangkan ralinan curat keputousan itu diki-
rimkan kepada ingtansi-inetansf eebz _aimana yanpg telsh di-
atur ole¢h Freraturan renteri La;sm begeri di atas.
2. Lyarpt-cyarat tembepian tHak tflik Atag Tanah Kepada Fo-

dan_tukum

Sebagaimana di Jelaskan dalam tat-bat sebelumnya,

tahwa 1sdan-badan hukur yang disebutkan dalsm pasal 1 ler-
aturan remerintah homor 38 Tahun 1963 adalah Badan-baden
Hukum Yang Boleh rempunyal dak Milik Atas Tanah. Namun de-

wixian, dalam pemberian hak milik tersebut masih harus di-
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tentukan beberapa perayarstan yang harus dipenuhi oleh ha-
dan-bad~n tersebut,

Syarat yang ditentuk»n untuk mempunyai hak milik
atae tanah oleh bank-bank hegara adalah bahwa tanah yang
bersangkutan:lg

a. dipergunakan untuk tempat bangunan-bangunan yeng
diperlukan guna menunaikan tugasnya serta untuk pe-
rumahan bagl pegswal-pegawalnya;

b. yang berasal dari pembelisn dalam pelelangan wmum
sebagail eksekuei d»ri hak bank yang bersangkutan
selaku kreditur yang mempunyail hak hipotik ateu
credietvecband atas tanath yang dijval itu. Sysrat
ini dicertai ketenluan brhwa jika bank sendiri ti-
dak memerlukan tznah itu untuk keperluan tersebut
dalam huruf a, maka di dalam waktu catu tahun se jak
diperolehnya harus dialihkan kepada plhak lainr yang
memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik. Jila
yﬁng bersangkutan akan tetap dipunyai guna keperlu-
an tersebut pada huruf a, m~ka diperlukan ijin man-
terl dalam negeri/dirj»r apgraria,

L1 samplng itu, bank-bank wegqra diwajitksn pula untuk
wemberi taliukan kepada menteri dalam negerl/direktorat j-n-

deral agraria tentang trnab-tanah yan, dipenysinya denpan

1gjmedi narsono, ttukum_spraria Indonesin Himpnunan
teratyrag-peraturen_tukum spnoh, cet., VI, Ljambatan, Ja-
karta, 1986, h. B55.
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menyebutkan macam haknya, letaknya, luasnya, dan pengguna-
annya atau peruntukannya,

pagi perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian,
syarat yang harus dipenuhi untuk mempunyai hak milik atas
tanah adalah bahwa wilayah kerjanya berada dalam suasana
pedesaan dan pemilikan itu terbatas pada tanah-tansh per-
tanian saja sampal pada luas maksimum seperti yang diatur
dalam Undang-undang bomor 56 Prp Yahun 1960 tentang Pere-
tapan Luas lanah Pertanian {Lembaran Negara Tahun 1960 No-
mor 174). Apabila diperlukan tansh yang lebih luas lagi,
maka diberikan hak lain yaknil hak guna-usaha, bukan dengan
hak milik., bemikian pula tanah-tanah yang dipergunakan un-
tuk keperluan kantor dan bangunan-bangunan lainnya dalam
menjalankan usahanya, tidak boleh dengan hak milik, mela-
inkan dapat dimintakan hak guna=-bangunan.
ienurut kffendi terangin, syarat yang barus d!pe-
nuhi{ oleh bhadan hukum koperasl untuk dapat mempunyai hak
milik atas tanah adalah eebagai berlkut:
1. bentuknya ¢ koperasi yang didirikan menurut UU no,
79/1958.
2. usahpnya ¢ bidanpy pertsnisn, dan isnah itu diper-
gunakan untuk pertaniar,
2. wilayah kerjanya: bherada dalam suasana pedesann
4. luasnya tanah yang dimiliki, terbatas sampai batas
makeimum yang dimaksudkan UU no. 56 Prp
¢eraturannya%9gg.ho. 38 tahun 1963.20

Syarat bagi badan-badan keagamaan dan sosial untuk

20} ffendi rerangin, op, cit,, h. 241.
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Aapat rempunyal hak milik atag tanah adaleb bahwa tanahnya
harus diperpgunaken untuk kepcrlu=n-keperluan yang lsanprung
Lerhubungrn dengan usaha Keagamaan dan goeial, misalny»
untuk masjid, gereja, kuil, pura, rumah saklit, rumah prme-
liharaan yatim piatu, dan lain-lain,

Badan-badan kefgamaan dan sosial {tu perlu diturjuk
satu deml satu, karena dalam prakteknya seringkali timbul
Keragu-raguan apakah sesuatu badan itu suatu badan keaja-
maan/sosial atau bukan, bedangkan untiuk memperoleh penun-
Jukan itu, badan yang bersangkulan harus mengajukan permo-
honan kepada menteri dal-=m negeri/direktorat jenderal ¢y~
raria dengan dicertai prrtimbangan menteri agama/soeial,
terutamn mengenal soal apakah badan itu benar-benar bacar
keagamarn/social dan bagalmana peruntukan tanah-tenah jang
dikursninya, Permohonan tersetut harus disertal Juga de-
ngan pemberitahuan men; enai tanah-tanah yong eudah dipu-
nyal oleh badan keagamasn/eozial yang bersangkutan.
>. Mok dan Kewnjiban Badan hukwn lerhadap iak hillk Ater

Ienshnyg

valam menggunaken hak milik ataes tanahnya, suatv
badan hukum harue mengingat pdonya kepentinpan eosinl, k-~
rena eemua hak atas ten=h mempunyai fungsl sogial, demiki-
an menurui pacal 6 UbLiA. Ini berarti, bahwa pengguna=n tne
nah tergebut herus diesesuaikan dengan keadann sechinpiaa di
samping memberi manfaat bagi pemillknya ysng mempunyai hak

untuk memanfaatkannya, Juga barue diugairakan dspat memteri
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manfaat bagl masyarakat dan Negara.

Dalam hubungannya dengan fungsi sosial ini, make
sudah sewajarnya bahwa tanah itu hnarus dipelihara dengan
baik, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah keru-
gakan tanah yang dimiliki. lengan demikian, dalam menggu-
nakan tanahnya, suatu badan hukum tidak dibenarkan melaku-
kan cara-cara yang sifatnya mengganggu atau merugikan ke-
pentingan umum, termasuk mentelantarkan tanah yang dihaki-
nya dengan hak milik,

Hakikat hak milik menurut UULEPA sebagai Hukum Agra-
ria Nasional, pada dasarnya telah dijiwal dan diland=ssi
oleh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena
itu, dapat menempatkan hidup warganegara dalam taraf keae-
rasian antara dimensi sosial dan dimensi individual. Jadi,
meskipun hak milik merupakan suatu lembaga yang merupak n
kepentingan’individual, kepentinganr suatu pihak yang me-
mang dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi harue dl-
batasi oleh kepentingan masyarakat banyak eampai bates=ba-
tas kewajaran dan kelayakan tertentu,

Adapun kKewajiban lain yeng harus dilakukan oleh ha-
dan hukum terhadap hak milik atas tan=hnyes adalah menda”-
tarkan hak milik atas tanrh tersebut ke kantor pendaftaren
tanah (kantor agraria), dengan tujuan menjamin kepastian
hukum, Lemikian pula setiap pengalihan hak milik atas tn-
nahnya, harus dilakukan sesual dengan ketentuan yang sudali

diatur dalam LLUPA dan aturan-aturan pelaksanaannya.
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t l',dU lU.P

1. kegimpulan
a, Vilihat dari sifat dan hakikat hak milik ata=s tnnnh

menurut UULA, maka sudah selayaknya apabila hanya
warganegara lndonesia saja yang boleh mempunyai hak
tersebut., Ledangkan adanya badan-badan hukum yang
ditunjuk untuk dapat mempunyai hak milik atas trnah
dengan Peraturan Yemerintah Nomor 38 Tahun 1963%,
bukan berarti melanggar ketentuan bahwa hanya war-
ianegara Indonesla saja yang boleh mempunyai hal
milik, melalnkan atas pertimbangan akan keperlurn
magyarakat yang sangat erat hubungannya dengan fa-
ham keagamaan, sosial, dan hubungan perekonomian,
sehingga LUPA mengadakan suatu “escape-clause" yang
memungkinkan badan-badan hukum tertentu dapat mem=-

peroleh hawn milik dengan syaratesyaratnya.

b. Meskipun undang-undan; tentang hak milik masih te-

lum dibuat, namun yang telah diatur oleh UUIA me-
ngenal acag-asae dan potok-pokoknya itu telah depat
sienun jukken bahw: hak mlilik atas tanah adalal hsk
sang penting, rce vingpa pemilikannya menpanut agee
kebangsaan, berbeoa dengan hak-iak atas tansh 1:14r
yang, dapat dipunyai oleb orang =eing atau badon-ta-
dan acing, misainy;a hak pakal dan uak rewa.
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Prosedur permohonan dan pemberian hak milik atac
tanah kepada badan hukum, dilakukan menurut prore-
dur ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Iomor % Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan le-
ngenal Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Sedang-
kan syarat-syarat bagi badan hukum adalah menurut
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 1963,

2. Sarapn

a.

Dalam pemberian hak milik atas tanah, baik kepada
badan hukum maupun kepada perseorangan, hendaknya
dilakukan pemeriksaan yang secermat-cermatnya ter-
hadap identitas pemohon, sehingga dapat dihindarkan
adanya penguasaarn hak milik atas tanah oleh subjek
yang dilarang oleh undang~undang.

Sesual denpan ketentuan pasal 50 ayat 1 jo pasal 56
UUPA, maka perlu dalam waktu dekat dibuat Undang-
undang tentang Hak hilik, terutama dalam era nema-
suki tahap tinggal landae dalam pewnbangunan di te«
cars kita tercinta, Lengan demikian, pengaturan m -
nrenal hak milik ates tanah dlharapkan menj=di fun-
tu kesatusn hukum nasional, tidak lagi dikenal hak
milik adat dan hak milik menurut UUFA, melalnkan
dikenal adanya hak milik atas tanah secara nasjo-

nal dan menyeluruh di persada Nusantara tercinta.
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